
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :  

1. Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada 

karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang dilakukan oleh 

bagian keuangan, pada pelaporan masa pajak tahunan juga dilakukan oleh 

bagian keuangan perusahaan. Seharusnya, SPT Tahunan dilaporkan sendir i 

oleh Wajib Pajak, namun Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang 

hal tersebut tidak terealisasikan. Tetapi, pada saat penyetoran dan tanggal 

pelaporan pajak yang dilakukan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

2. Proses perhitungan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Perum 

LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang terhadap karyawannya sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak terutang 

yang dihitung penulis juga sudah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara 

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, 

Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 



 

5.2. Saran 

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik yang cinta dengan tanah air, 

hendaklah kita dapat patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku di 

Negara tercinta ini. Termasuk dengan peraturan tentang perpajakan yang ada di 

Indonesia, ketaatan kita dalam membayar pajak yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku merupakan suatu wujud dari membantu Negara ini dalam membangun 

infrastruktur dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Sama halnya dengan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang yang 

melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi 

hendaknya Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang dapat mengup-date 

sistem portal pajak dengan peraturan perhitungan pajak yang berlakuk, karena 

sewaktu-waktu peraturan perpajakan dapat saja berubah seiring dengan kemajuan 

perekonomian di Indonesia. 
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